BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
kinerja kabupaten/kota yang berada di provinsi Jawa Timur belum optimal atau
belum mencapai target. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya ketergantungan
sebagian besar pemerintah kabupaten/kota terhadap bantuan pihak ekstern baik
yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk membiayai
kegiatannya. Ini berarti bahwa keikutsertaan/partisipasi masyarakat dalam
pembangunan daerah yaitu melalui pembayaran pajak dan retribusi masih rendah
yang berarti sebagian besar pemerintah kabupaten/kota masyarakatnya belum
sejahtera sebab kurang mampu membayar pajak dan retribusi. Selain itu, belanja
pembangunan yang bertujuan untuk membangun sarana maupun prasarana yang
secara langsung menunjang pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan,
papan, dan kesehatan yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat
pengangguran belum optimal dalam pelaksanaannya sebab dana yang

dialokasikan sangat minim untuk belanja pembangunan.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka saran-

saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :
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a. Pemerintah Kabupaten/Kota disarankan harus lebih memaksimalkan potensi-
potensi yang ada di daerah agar dapat meningkatkan PAD sehingga
mengurangi ketergantungan dana dari pihak ekstern yaitu pemerintah pusat
maupun provinsi.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota disarankan agar pengalokasian dana untuk
belanja rutin dan belanja pembangunan harus seimbang sehingga tidak terjadi
gap antara belanja operasional/rutin dengan belanja pembangunan untuk
sarana dan prasarana yang nantinya mendukung pemenuhan kebutuhan
masyarakat.

c. Pemerintah provinsi disarankan agar lebih selektif di dalam memilih daerah-
daerah yang akan dimekarkan menjadi kabupaten/kota sebab banyak daerah
yang belum bisa mandiri.

d. Bagi peneliti berikutnya, masih banyak rasio keuangan daerah yang dapat
digunakan untuk dapat menilai kinerja pemerintah di dalam merealisasikan

uang rakyat sehingga diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan.
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